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Arisman Suar Bhakti Ibrahim  B111 10 128. Pelaksanaan peraturan daerah kota 
Baubau nomor 7 tahun 2012 tentang pengelolaan pedagang kaki lima dan 
pedagang kaki lima musiman. Di bimbing oleh Prof. DR. Marwati Riza SH, M.Si 
sebagai pembimbing 1 dan Naswar Bohari SH sebagai pembimbing II. 
Penelitian ini diarahkan untuk menjawab beberapa permasalahan yang di 
rumuskan yaitu sejauhmana pelaksanaan penyelenggaraan tentang pembinaan, 
pengawasan dan penindakan pada pelaksanaan Perda Kota Baubau Nomor 7 
Tahun 2012 tentang pengelolaan pedagang kaki lima dan pedagang kaki lima 
musiman serta hambatan-hambatan apa saja yang terjadi dalam penyelenggaraan 
tentang pembinaan, pengawasan dan penindakan terhadap Peraturan Daerah 
Nomor 7 Tahun 2012. Tidak terlepas dari rumusan masalah diatas penelitian ini 
bertujuan mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan upaya pihak pemerintah 
yang terkait dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan penindakan terhadap 
para pedagang kaki lima yang ada di Pasar Sentral Kota Baubau. Adapun yang 
menjadi manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai sumber pemikiran atau masukan 
bagi pemerintah serta instansi-instansi yang terkait dalam rangka meningkatkan 
keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan PKL serta sebagai 
informasi bagaimana dampak yang ditimbulkan oleh adanya aktifitas para PKL 
terhadap masyarakat. 
Lokasi penelitian ini yaitu Pasar Sentral Kota Baubau. Ada dua sumber data yang 
penulis peroleh yakni data primer dimana didapat dari hasil wawancara dan data 
sekunder yang diperoleh dari kajian kepustakaan. Yang menjadi populasi dalam 
penelitian ini adalah keseluruhan PKL yang ada di Pasar Sentral, anggota Satpol 
PP  dan pegawai Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 
(Disperindagkop)  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan 
penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan penindakan terhadap PKL oleh 
pihak-pihak yang terkait adalah faktor dana yang kurang memadai, faktor 
selanjutnya adalah sumber daya manusia dan faktor lain adalah sarana prasarana 
yang masih kurang. Kemudian faktor lain yang harus mendapat perhatian khusus 
adalah pemerintah belum menyediakan lahan kosong agar PKL dapat berjualan, 
mengingat peningkatan PKL yang semakin hari semakin bertambah jumlahnya. 
 
Sebagai kesimpulan dalam penelitian ini adalah bentuk upaya yang dilakukan oleh 
pemerintah daerah khususnya instansi-instansi yang terkait untuk melaksanakan 
pengelolaan terhadap PKL sudah dapat dilaksanakan namun belum secara 
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A. Latar Belakang 
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan 
amanat Pasal 18 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
maka pemerintah daerah diberi kesempatanuntuk mengurus sendiri urusan 
pemerintah sesuai dengan otonomi dan tugas pembantuan.Pelaksanaan 
otonomi daerah tersebut dengan memperhatikan aspek-aspek hubungan 
antar susunan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, potensi dan 
keanekaragaman daerah,peluang dan tantangan persaingan global dengan 
memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepala daerah disertai 
dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah 
kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintah daerah. 
 Penyelenggaraan pemerintah daerah akan dapat berjalan dengan 
baik apabila kondisi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di 
daerah kondusif, dimana pemerintah dan masyarakat dapat melakukan 
kegiatan secara aman, tertib, tentram dan teratur. Oleh karena itu, tugas 
kepala daerah sebagai penyelenggara pemerintah daerah semakin 
bertambah berat.Dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah, 
satuan polisi pamong praja sebagai aparatur pemerintah daerah 
mempunyai arti yang strategis dalam membantu tugas kepala daerah dalam 
menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di 
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daerah sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan 
dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. 
Satuan polisi pamong praja dibentuk dengan tugas untuk 
memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umumdan ketentraman 
masyarakat serta menegakkan peraturan daerah. Satuan polisi pamong 
praja yang kemudian di sebut dengan Satpol PP yang paling sering 
merepotkan Satpol PP yakni penataan pedagang kaki lima yang kemudian 
di sebut dengan PKL. Di mana PKL adalah pedagang yang berjualan di 
pinggir jalan atau fasilitas umum dengan menggunakan gerobak dan tenda-
tenda. Istilah PKL sering ditafsirkan demikian karena jumlah kaki 
pedagangnya ada lima.Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang 
ditambah tiga "kaki" gerobak (yang sebenarnya adalah tiga roda atau dua 
roda dan satu kaki). Salah satu kelemahan bagi pihak-pihak terkait dalam 
pengelolaan PKL adalah kurangnya sosialisasi mengenai peraturan yang 
mengatur masalah tersebut. 
Pemerintah Daerah Kota Baubau telah memberi payung hukum 
yaitu  Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan 
Pedagang Kaki Lima dan Pedagang Kaki Lima Musiman kepada aparat 
untuk bertindak sesuai tupoksinya dalam rangka penataan Pasar Sentral 
Kota Baubau kearah yang lebih baik. 
Namun apa yang terjadi ditengah-tengah masyarakat dewasa ini 
sering kali dijumpai paraPKL yang masih sering berjualan bukan pada 
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tempatnya seperti ada beberapa pedagang yang menggelar, menempatkan 
maupun menumpuk barang dagangannya di atas bahu jalan, trotoar 
maupun jalanan umum. Selain itu, masih banyak juga para pedagang kaki 
lima yang tidak membongkar atau memindahkan barang dagangannya 
setelah usai berjualan, dan bahkan ada yang berjualan dengan bangunan 
permanen.Bentuk lapak dan atau tempat menjajakan dagangannya juga 
sangat beragam, dari yang terbuat dari kardus, kayu, plastik dan dari 
gabungan apa adanya.Akibat dari hal itu, arus lalu lintas disekitaran pasar 
akan terhambat oleh adanya lapak-lapak jualan yang tidak pada tempatnya. 
Dan dicurigai sebagian dari para PKL tersebut beberapa tidak memiliki 
izin penempatan usaha atau tidak teregistrasi pada dinas terkait. Hal ini 
terjadi karena kurangnya kesadaran dari para pedagang maupun masih 
banyak yang belum mengetahui tentang aturan mengenai pengelolaan PKL 
di Kota Baubau. 
Satpol PP harus bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait  
dalam pengelolaan pedagang kaki lima di Pasar Sentral Kota Baubau 
sehingga implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2012 dapat terlaksana 
dengan baik. Tidak bisa dipungkiri banyak hal yang dihadapi oleh aparat 
dalam pelaksanaan Perda tersebut antara lain kurangnya pendekatan yang 
dilakukan oleh Satpol PP kepada para PKL, sehinggatidak mengherankan 
sering terjadi bentrok antara aparat dengan para PKL yang tidak mau 
dipindahkan.Terbukti tindakan represif oleh Satpol PP tidak banyak 
membuahkan hasil karena setelah penertiban masih banyak para pedagang 
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yang kembali berjualan di tempat yang tidak seharusnya.Adanya pihak-
pihak tertentu dibalik para pedagang membuat para pedagang berani 
kembali berjualan walaupun sudah ditertibkan. 
Adanya para PKL yang menggunakan fasilitas umum untuk tempat 
berjualan membuat masyarakat sebagai pengguna fasilitas tersebut merasa 
kurang nyaman.Salah satu contohnya para pejalan kaki tidak bisa 
menggunakan trotoar karena telah di pergunakan olehPKL untuk 
menggelar jualannya. Pengaturan para pedagang kaki lima semakin 
semerawut mencapai puncaknya pada saat moment-moment tertentu 
seperti menjelang hari-hari besar agama utamanya lebaran, banyak PKL 
musiman yang memulai aktifitasnya. 
Ada tiga hal yang selama ini kurang maksimal dilakukan oleh 
pihak-pihak terkait dalam upaya pengelolaan PKL yakni pembinaan, 
pengawasan, dan penindakan. Apabila ke tiga unsur ini dijalankan secara 
maksimal maka sudah barang tentu hal-hal yang selama ini menjadi 
permasalahan dalam penataan PKL tidak akan kita temui. Dengan cara ini 
para PKLlebih merasa dihargai dan dapat lebih mudah memahami 
peraturan yang ada.Penulis menduga bahwasanya pihak-pihak yang 
berhubungan langsung dengan PKL kurang bekerjasama dalam upaya 
pengelolaan serta penataan PKL yang berada di Kota Baubau, sehingga 
tidak heran masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh 
para PKL serta di lain pihak kurangnya kesadaran serta ketaatan pada 
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aturan yang berlaku bagi para PKL sendiri juga menjadi salah satu 
penyebabnya. 
Berdasarkan uraian diatas maka penulis merasa perlu untuk 
mengadakan penelitian sebagai bahan penulisan hukum yang mempunyai 
judul Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 7 Tahun 
2012 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima dan Pedagang Kaki 
Lima Musiman. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis dalam melakukan 
penelitian merumuskan beberapa masalah yaitu : 
1. Bagaimanapelaksanaan penyelenggaraan tentang pembinaan, 
pengawasan dan penindakan pada pelaksanaan PerdaNo.7 Tahun 
2012 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima dan Pedagang Kaki 
Lima Musiman? 
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan 
tentang pembinaan, pengawasan dan penindakan terhadapPeraturan 
Daerah No. 7 Tahun 2012? 
C. Tujuan penelitian 
Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui bagaimanapelaksanaan penyelenggaraan tentang 
pembinaan, pengawasan dan penindakan pada pelaksanaan PerdaNo. 
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7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima dan 
Pedagang Kaki Lima Musiman. 
2. Untuk mengetahui Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam 
penyelenggaraan tentang pembinaan, pengawasan dan penindakan 
terhadapPerdaNo. 7 Tahun 2012. 
D. Manfaat penelitian 
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 
1. Kegunaan Teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi 
pengembangan ilmu pengetahuan hukum sebagai sumbangan pikiran 
dalam rangka pelaksanaan sebuah Peraturan Daerah tentang 
pengelolaan PKL. 
2. Kegunaan Praktis 
Memberikan masukan-masukan yang bermanfaat bagi 
Pemerintah daerah sertainstansi-instansi hukum yang terkait, dalam 
memberikan perlindungan hukum terhadap pengelolaan PKL 
3. Bagi masyarakat  
Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai informasi tentang 
bagaimana dampak yang ditimbulkan oleh adanya aktifitas para PKL 






A. Pedagang Kaki Lima dan Pedagang Kaki Lima Musiman 
Pedagang kaki lima (PKL) adalah pedagang yang menjual barang 
dagangannya di pinggir jalan atau tempat umum. Dalam Perda No. 7 
Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima dan Pedagang Kaki 
Lima Musiman, PKL adalah penjual barang atau jasa secara perorangan 
berusaha dalam kegiatan ekonomi yang menggunakan daerah milik jalan 
atau fasilitas umum dan bersifat sementara atau tidak menetap dengan 
menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak.  
Istilah PKL sering ditafsirkan demikian karena jumlah kaki 
pedagangnya ada lima.Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang 
ditambah tiga "kaki" gerobak (yang sebenarnya adalah tiga roda atau dua 
roda dan satu kaki). Menurut Mulyadi Nitisusastro (2009:24), PKL 
dikategorikan sebagai jenis usaha kecil atau sering disebut dengan sebutan 
pekerja pada sektor non formal.Istilah PKL sendiri mengarah pada 
konotasi pedagang barang dagangan dengan menggelar tikar di pinggir 
jalan, atau di muka-muka toko yang dianggap strategis.Terdapat pula 
sekelompok pedagang yang berjualan dengan menggunakan kereta dorong 
dan tenda-tenda yang sengaja dibuat dengan bentuk dan ukuran yang 
indah.Latar belakang seseorang menjadi PKLbiasanyakarena faktor tidak 
8 
 
tersedia pekerjaan lain,harus mencukupi kebutuhan hidup diri dan 
keluarganya, tidak mempunyai tempat yang layak untuk membuka 
usaha,tidak mempunyai bekal pendidikan dan modal yang cukup untuk 
membuka usaha formal, dan masih banyak faktor yang 
mempengaruhinya.Namun alasan yang utama adalah karena tidak 
tersedianya lapangan pekerjaan disektor formal. 
Jika ditelusuri dari manakah mereka berasal, ternyata juga sangat 
beragam. Ada yang datang dari pinggiran dan atau luar kota, yang dengan 
demikian merupakan pengaruh urbanisasi. Mereka melakukan urbanisasi 
karena di desa dan atau di kota setempat tidak tersedia lapangan kerja. Ada 
pula, mereka yang sebelumnya adalah para remaja, pelajar dan mahasiswa 
yang setelah dewasa dan merupakan angkatan kerja baru yang tidak 
mendapat kesempatan kerja, dan yang lainnya berasal dari para pegawai, 
karyawan dan atau pekerja yang terkena dampak kebijakan perusahaan 
dimana mereka bekerja sebelumnya. Tetapi sebagian dari para PKL adalah 
ibu rumah tangga yang tidak mempunyai pekerjaan. Mereka menempuh 
cara berjualan seperti itu karena pekerjaan ini relatif mudah 
dilakukan.Dikatakan mudah karena menurut  mereka untuk berjualan tidak 
diperlukan ilmu dan syarat-syarat khusus. Rendahnya kesempatan kerja 
yang tercipta tidak dapat dilepaskan dari relatif rendahnya pertumbuhan 
ekonomi di Indonesia. Sejalan dengan pemikiran Leonardus Saiman 
(2009:33), yang mengatakan bahwa dengan semakin rendahnya 
pertumbuhan ekonomi indonesia, hal ini mengindikasikan bahwa tidak ada 
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jalan lain, bila semua generasi muda dan juga orang tua untuk mendorong 
para putera-puterinya untuk mengubah paradigmaagar tidak berusaha 
untuk menjadi karyawan atau mencari pekerjaan, melainkan mengubah 
paradigma setelah lulus dari bangku kuliah agar menjadi wirausahawan 
yang dimulai dari pengusaha mikro,kecil atau menjadi pencipta lapangan 
pekerjaan baru bagi orang lain. 
Menurut Suryana (2006:30), ciri-ciri yang diperlukan untuk 
menjalankan usaha kecil adalah memiliki perspektif ke depan, memiliki 
kreatifitas tinggi, memiliki sifat inovasi tinggi, memiliki tanggung jawab, 
memiliki kemandirian atau ketidaktergantungan terhadap orang lain, 
memiliki keberanian menghadapi resiko, selalu mencari peluang, memiliki 
tekad dan niat serta kemauan yang kuat. 
Sebenarnya istilah kaki lima berasal dari masa penjajahan kolonial 
Belanda. Peraturan pemerintahan waktu itu menetapkan bahwa setiap jalan 
raya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk pejalan 
kaki.Lebar ruas untuk pejalan adalah lima kaki atau sekitar satu setengah 
meter. Sekian puluh tahun setelah itu, saat Indonesia sudah merdeka, ruas 
jalan untuk pejalan kaki banyak dimanfaatkan oleh para pedagang untuk 
berjualan. Dahulu namanya adalah pedagang emperan jalan dan 
kemudiansekarang berubah menjadi pedagang kaki lima. Padahal jika 
merunut sejarahnya, seharusnya namanya adalah PKL. 
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Dari pengertian tersebut di atas jadi yang dimaksud PKL kegiatan 
usaha yang dilakukan para pedagang di tempatkanruangan kosong di 
pinggir-pinggir jalan seperti trotoar, taman-tamankota dan tempat usaha 
lainnya yang bukan miliknya. 
Kemudian pedagang kaki lima musiman adalah para pelaku usaha 
yang melakukan kegiatan perekonomian ditempat-tempat yang bukan 
merupakan lokasi berjualan yang bukan semestinya. Dalam hal ini mereka 
berjualan difasilitas umum, namun atas kebijakan pemerintah daerah 
mereka diizinkan berjualan dalam jangka waktu tertentu. Pedagang kaki 
lima musiman juga biasanya berjualan pada saat momen-momen tertentu 
seperti menjelang hari-hari besar agama utamanya lebaran, menjelang 
tahun baru dan hari-hari besar lainnya. Pedagang kaki lima musiman ini 
biasanya menyerbu atau berjualan di tempat-tempat strategis yang menjadi 
pusat keramaian. 
 
B. PengelolaanPedagang Kaki Lima berdasarkan PERDA Kota Baubau 
No. 7 Tahun 2012 
Sebelum membahas pengelolaan PKL berdasarkan Peraturan 
Daerah Kota Baubau Nomor 7 Tahun 2012, akan lebih baik jika 
mengetahui terlebih dahulu tentang defenisi peraturan daerah. Sesuai 
dengan ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dimaksud dengan 
peraturan daerah (Perda) adalah “peraturan perundang-undangan yang 
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dibentuk oleh Dewan Perwakilan RakyatDaerah dengan persetujuan 
bersama Kepala Daerah”.Definisi lain tentang Perda berdasarkan 
ketentuan Undang-undangNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah adalah peraturan perundang-undanganyang dibentuk bersama oleh 
Dewan Perwakilan RakyatDaerah dengan Kepala Daerah baik di Provinsi 
maupun di Kabupaten /Kota. 
Berdasarkan beberapa pengertian Perda yang telah dikemukakan di 
atas, maka dapat disimpulkan bahwa Perda merupakan suatu keputusan 
yang dibuat untuk berlaku lama dan mengikat secara umum terutama bagi 
masyarakat di daerah bersangkutan, ditetapkan oleh kepala daerah dengan 
persetujuan DPRD dengan memperhatikan syarat-syarat tertentu seperti 
tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya dan 
sesuai pula dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Selanjutnya yang dimaksud ruang lingkup Perda ini adalah semua 
kebijakan daerah dalam rangka pembinaan, pengawasan, penataan serta 
penertiban terhadap PKL. Pengelolaan ini bertujuan untuk meningkatkan 
kesejahteraan PKL, menjaga ketertiban umum dan kebersihan lingkungan. 
Menurut Santa Datin (2013),dalam mengimplementasikan suatu kebijakan 
publik yang dikeluarkan suatu pemerintah daerah perlu adanya pihak yang 
melaksanakan atau mengimplementasikan kebijakan tersebut. Agar 
pelaksanaan kebijakan tersebut dapat mencapai sasaran yang diinginkan 
oleh pemerintah maupun masyarakat yang mengeimplementasikan atau 
yang melaksanakan kebijakan tersebut haruslah melibatkan pihak-pihak 
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yang berkaitan dengan masalah kebijakan tersebut, sehingga pihak yang 
terlibat tersebut mengetahui apa saja hal-hal yang seharusnya dilakukan 
agar pelaksanaan kebijakan tersebut dapat berjalan dengan  lancar. Adapun 
dalam pengelolaan terhadap PKL melibatkan beberapa pihak yakni : 
1. Pembinaan 
Pembinaan adalah suatu usaha, tindakan dan kegiatan dalam proses 
pengembangan yang dilakukan secara berdaya guna untuk memperoleh 
hasil yang lebih baik. Berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 
tentang Usaha Kecil, dikatakan juga bahwa pembinaan adalah upaya yang 
dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melalui 
pemberian bimbingan untuk menumbuhkan dan meningkatkan 
kemampuan usaha kecil agar menjadi usaha yang tangguh dan 
mandiri.Dari pengertian tersebut, maka pembinaan PKL diartikan sebagai 
pemberian pengarahan, bimbingan dan juga melakukan pengaturan dan 
pengawasan terhadap perkembangan PKL sehingga keberadaan PKL dapat 
memberikan manfaat bagi kehidupan sosial perkotaan tanpa harus menjadi 
unsur pengganggu kenyamanan warga kota Baubau. 
Dalam Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 7 Tahun 
2012, menyebutkan bahwa untuk mengembangkan usaha pedagang kaki 
lima, Walikota berkewajiban memberikan pemberdayaan berupa : 
a. Bimbingan dan penyuluhan manajemen usaha ; 
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b. Pengembangan usaha melalui kemitraan dengan pelaku ekonomi 
yang lain ; 
c. Bimbingan untuk memperoleh peningkatan permodalan ; 
d. Peningkatan sarana dan prasarana pedagang kaki lima. 
Kemudian dalam Pasal 14 Peraturan Daerah di atas mengatakan 
bahwa, untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan usaha pedagang 
kaki lima, Walikota Baubau memberikan pembinaan melalui unit teknis 
yang membidanginya yakni Dinas Perindustrian, Perdagangan dan 
Koperasi (Disperindagkop) berupa bimbingan, pengaturan dan 
penyuluhan. 
2. Pengawasan 
Pengawasan menempati posisi yang penting untuk menentukan 
berhasil tidaknya suatu manajemen atau organisasi melalui suatu 
pengawasan yang efektif, akan dapat diketahui dan menilai kenyataan 
yang sebenarnya tentang apa objek yang diawasi, apakah sesuai dengan 
yang semestinya atau tidak. Pengawasan adalah proses pengontrolan atau 
memonitoring daripada pelaksanaan seluruh kegiatan untuk menjamin agar 
semua pekerjaan yang sedang berjalan sesuai dengan rencana yang telah 
ditetapkan atau hasil yang dikehendaki. Pelaksanaan Dengan demikian 
pengawasan bukan hanya untuk mencari kesalahan-kesalahan 
tetapiberusaha untuk menghindari terjadinya penyimpangan-
penyimpangan dari suatu rencana. Sejalan dengan pendapat Wayan Parsa 
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(2008:302), bahwa tujuan dari pengawasan adalah supaya proses 
pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan rencana dan 
melakukan tindakan perbaikan jika terjadi penyimpangan, agar tujuan 
yang dihasilkan sesuai dengan yang direncanakan. 
Dalam Pasal 14 peraturan daerah di atas dikatakan bahwa, 
Pengawasan atas pelaksanaan peraturan daerah ini adalah wewenang 
Walikota Baubau yang pelaksanaannya didelegasikan kepada Satpol 
PP.Satpol PP sebagai aparatur pemerintah daerah mempunyai arti yang 
strategis dalam membantu tugas Kepala Daerah dalam menyelenggarakan 
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Selain itu Satpol PP juga 
mempunyai tugas untuk menegakkan peraturan daerah dan dituntut untuk 
menegakkan kebijakan Pemerintah Daerah lainnya yaitu Peraturan Kepala 
Daerah. 
3. Penindakan 
Penindakan adalah suatu proses untuk mengambil tindakan atau 
perbuatan menindak. Yang dimaksud dengan menindak adalah melakukan 
tindakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah untuk diproses 
melalui peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Penindakan atas pelaksanaan peraturan daerah dilaksanakan oleh Satpol 
PP selaku penegak peraturan daerah yang berkoordinasi dengan Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil (PPNS). 
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 Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan 
Polisi Pamong Praja menyebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja 
mempunyai hak kepegawaian sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil 
(PPNS) dan mendapat fasilitas lain sesuai dengan tugasnya berdasarkan 
peraturan perundang-undangan. 
 Pelaksanaan tugas Satpol PP sebagai Penyidik Pegawai Negeri 
Sipil dalam melaksanakan tugasnya dapat bekerjasama dengan Kepolisian 
Negara Republik Indonesia dan lembaga-lembaga lain yang berdasarkan 
atas hubungan fungsional, saling membantu dan saling menghormati 
dengan mengutamakan kepentingan umum serta memperhatikan hierarki 
dan kode etik birokrasi sesuai dengan Pasal 28 berdasarkan Peraturan 
Pemerintah diatas. 
4. Penataan 
Penataan adalah proses untukmelakukan pengaturan atau 
penyusunan dalam penetapan lokasi sesuai dengan diperuntukkannya. 
Berdasarkan permendagri Nomor 41 Tahun 2012 tentang pedoman 
penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima menyebutkan bahwa 
penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah 
melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, 
penertiban, dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan 
kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, 
ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-
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undangan. Penataan dilakukan Untuk memberikan perlindungan hukum 
dan pengakuan terhadap keberadaan PKL dan juga dalam melakukan 
kegiatan usaha para PKL merasa aman, tenteram dan nyaman dengan tetap 
menjaga keindahan, kebersihan, kerapian, keamanan dan ketertiban 
lingkungan sekitarnya sesuai dengan lokasi yang sudah ditentukan. 
 Berdasarkan Pasal 3 peraturan daerah Kota Baubau Nomor 7 
Tahun 2012yang menyebutkan bahwa: 
1. Tempat usaha pedagang kaki lima ditetapkan oleh kepala 
daerah; 
2. Walikota berwenang dalam menetapkan, memindahkan dan 
menghapus lokasi pedagang kaki lima tempat usaha 
sebagaimana yang di maksud ayat (1) pasal ini, dengan 
mempertimbangkan faktor sosial, ekonomi, ketertiban, 
keamanan, kebersihan dan kesehatan serta Tata Ruang Kota 
sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku. 
Kemudian Pemerintah Pusat juga telah mengeluarkan Peraturan 
Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang koordinasi Penataan dan 
Pemberdayaan Pedagang kaki lima yang kemudian ditindaklanjuti dengan 
diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 
tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. 
Dalam Permendagri nomor 41 tahun 2012pasal 5 disebutkan bahwa tujuan 
penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah untuk 
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memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi 
sesuai dengan peruntukkannya, menumbuhkan dan mengembangkan 
kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan 
mandiri dan untuk mewujudkan Kota yang bersih,indah, tertib dan aman 
dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan 
lingkungan. 
5. Penertiban 
Penertiban adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah 
guna menciptakan kondisi lingkungan yang aman dan nyaman.Kegiatan 
penertiban ini difokuskan kepada para PKL yang melakukan kegiatan 
perdagangan di wilayah yang dilarang oleh pemerintah dan kepada warga 
yang tidak memiliki Surat Izin dalam melakukan usaha. Pihak yang terlibat 
adalah Satpol PP yang bertugas menertibkan para pedagang dan mengangkut 
barang milik pedagang yang berada di wilayah yang di larang atau 
menggunakan fasilitas umum. 
C. Perizinan Penempatan PKL dan Ketentuan Pidana 
1. Perizinan 
Adapun pengertian izin dalam hal ini izin penempatan PKL 
berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bau-bau Nomor 7 Tahun 2012 tentang 
pengelolaan pedagang kaki lima dan pedagang kaki lima musiman 
menyebutkan bahwa izin adalah surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang 
ditunjuk sebagai tanda bukti bagi PKL untuk menempati dan berusaha di 
lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Izin penempatan PKLjuga 
18 
 
ini, salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturandan bersifat 
pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan 
yang dilakukan oleh masyarakat. Sebagaimana yang dikemukakan oleh 
Ridwan (2010:208), bahwa izin berfungsi sebagai ujung tombak instrumen 
hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat adil dan 
makmur yang dijelmakan. Hal ini berarti, lewat izin dapat diketahui 
bagaimana gambaran masyarakat adil dan makmur itu terwujud. Ini berarti 
persyaratan-persyaratan yang terkandung dalam izin merupakan 
pengendali dalam memfungsikan izin itu sendiri. 
Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, 
dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau 
diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang 
bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan. 
 Izin Penempatan Pedagang Kaki Lima 
Dalam peraturan daerah kota Baubau Nomor 7 tahun 2012, 
perizinan penempatan PKL di atur dalam bab 3 tepatnya Pasal 6 yang 
berbunyi : 
1. Perizinan pedagang kaki lima yang melakukan kegiatan usaha dan 
menggunakan lokasi dan tempat-tempat umum atau ruang publik atau 
fasilitas pemerintah lainnya wajib memiliki izin dari Walikota atau 
pejabat yang di tunjuk; 
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2. Untuk memperoleh izin penempatan sebagaimana di maksud pada 
ayat (1) yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara 
tertulis kepada Walikota; 
3. Permohonan sebagaimana yang di maksud pada ayat (2) harus di 
lampiri : 
a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Baubau yang masih berlaku; 
b. Rekomendasi dari Camat yang wilayah kerjanya meliputi 
lokasiPedagang Kaki Lima; 
c. Surat persetujuan dari pemilik lahan dan atau bangunan yang 
berbatasan langsung dengan rencana lokasi PKL; 
d. Sarana dan prasarana PKL yang akan di pergunakan 
e. Surat pernyataan yang berisi : 
1) Tidak akan memperdagangkan barang illegal dan atau 
barang yang tidak di perkenankan pemerintah daerah; 
2) Tidak akan membuat barang permanent / semi permanent 
diliokasi tempat usaha ; 
3) Belum memiliki usaha di tempat lain: 
4) Mengosongkan / mengembalikan / menyerahkan lokasi 
usahaPKL pada pemerintah daerah apabila lokasi dimaksud 
sewaktu-waktu dibutuhkan oleh pemerintah daerah, tanpa 
ganti rugi dalam bentuk apapun; 
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5) Persyaratan dan Tata cara permohonan pembuatan izin 
penempatan di tetapkan lebih lanjut dengan peraturan 
Walikota. 
 Hak, Kewajiban dan Larangan Pemegang izin penempatan PKL: 
1. Setiap pedagang kaki lima berhak : 
a. Menempati lokasi yang telah di izinkan; 
b. Melakukan kegiatan usaha dilokasi yang telah diizinkan sesuai 
ketentuan yang berlaku; 
c. Mendapatkan perlindungan hukum terhadap penggunaan lokasi 
yang telah diizinkan. 
2. Setiap pedagang kaki lima wajib : 
a. Memelihaara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan 
kesehatan lingkungan tempat usaha; dan fungsi fasilitas umum; 
b. Mengemas dan memindahkan peralatan dan dagangannya dari 
lokasi menjalankan tempat usahanya ke tempatyang telah di 
tentukan setelah selesai kegiatan usahanya; 
c. Memberikan akses jalan ke bangunan atau tanah yang 
berbatasan langsung dengan jalan, apabila berusaha di daerah 
milik jalan dan atau persil sesuai kebutuhan; 
d. Menempatkan sarana usaha dan menata barang dagangan 
dengan tertib dan teratur ; 




f. Mengosongkan tempat usaha apabila pemerintah daerah 
mempunyai kebijakan lain atas lokasi tempat usaha tanpa 
meminta ganti kerugian; 
g. Khusus pedagang buah musiman yang tidak atau belum 
memiliki tempat/lokasi/lapak yang layak dapat di tentukan 
Walikota atau pejabat yang di tunjuk; 
h. Mematuhi semua ketentuan yang ditetapkan dalam izinusaha 
Pedagang Kaki Lima. 
3. Untuk menjalankan kegiatan usahanya, pemegang izin usaha dilarang: 
a. Melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau 
merubah bentuk trotoar, fasilitas umum dan atau bangunan 
sekitarnya; 
b. Setiap pedagang kaki lima yang melakukan kegiatan usaha 
dengan menggunakan kenderaan, dilarang berdagang ditempat-
tempat larangan parkir, berhenti sementara dan atau di trotoar  
atau dapat di  tentukan walikota atau pejabat yang di tunjuk; 
c. Membuat unit-unit pasar atau kegiatan usaha lainnya di areal 
pekarangan rumah, pertokoan, rumah ibadah atau areal/ ruang 
publik yang dilarang oleh pemerintah;(kearifan lokal) 
d. Menjual belikan dan atau memindahtangankan lokasi kepada 
pihak manapun tanpa izin walikota atau pejabat yang di tunjuk; 
e. Mempergunakan tempat usaha sebagai tempat tinggal ; 
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f. Melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan permasalahan 
kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan 
serta pencemaran lingkungan; 
g. Mendirikan bangunan permanen/semi permanen di lokasi PKL 
dan atau untuk kegiatan PKL; 
h. Menggunakan lahan melebihi ketentuan yang diizinkan; 
i. Melakukan kegiatan usaha dan atau dagang pada tempat-tempat 
yang tidak di perbolehkan oleh pemerintah Kota seperti di 
Trotoar, Bahu Jalan, dan areal publik lainnya; 
j. Menjual barang dagangan yang di larang untuk di perjualbelikan 
sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.  
 Pencabutan dan Tidak Berlakunya izin penempatan Pedagang Kaki Lima 
1. Izin penempatan PKL dicabut apabila 
a. Pada pedagang kaki lima tidak memenuhi kewajibannya 
sebagaimana yang di atur pada Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 
2009; 
b. Melanggar ketentuan-ketentuan  yang sudah ditetapkan dalam 
peraturan daerah; 
c. Pemerintah daerah akan menggunakan lokasi tersebut. 
2. Izin penempatan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila : 
a. Jangka waktu izin penempatan PKL telah berakhir; 
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b. Pemegang izin penempatan tersebut tidak melakukan kegiatan 
usaha lagi dalam jangka waktu minimal tiga bulan berturut-
turut; 
c. Atas permintaan secara tertulis dari pemegang izin penempatan; 
d. Pemegang izin penempatan tersebut pindah lokasi, atau 
e. Pemegang izin penempatan tersebut meninggal dunia. 
 
2. Sanksi  
Sanksi yang dapat dikenakan kepada Pedagang Kaki Limayang 
melanggar ketentuan dalam Perda Nomor 7 tahun 2012 terdiri atas dua 
jenis, yaitu : 
a. Sanksi administrasi 
Sanksi administrasi dalam perda nomor 7 tahun 2012 terdapat 
dalam pasal 15 yang berbunyi : 
“Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 4 (ayat 1), pasal 6 (ayat 1), 
pasal 9 dan pasal 10 di kenakan sanksi berupa peringatan secara 
tertulis, dan/atau penghentian usaha, dan/atau membongkar sarana 
usaha, dan/atau mengeluarkan dagangan yang dipergunakan untuk 
usaha PKL dari fasilitas umum yang di kuasai oleh pemerintah 
daerah.” 
 
b. Sanksi pidana 
Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada PKL dalam perda 
nomor 7 tahun 2012 terdapat dalam pasal 16 yang berbunyi : 
“Ayat  (1) pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam peraturan 
daerah ini dapat diacam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 
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(tiga) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp.5.000.000 (lima juta 
rupiah). 




D. Penegakan Hukum 
 Penegakaan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk 
tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai 
pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum 
dalam bermasyarakat dan bernegara. Secara konseptual, maka inti dan arti 
penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan-
hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap 
dan mengejewantah serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai 
tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan 
kedamaian pergaulan hidup. Manusia didalam pergaulan hidup, pada 
dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang 
baik dan apa yang buruk. Dalam penegakkan hukum mempunyai arti luas 
dan arti sempit sebagaimana dikemukakan oleh Jimly asshiddiqie 
(210:311), bahwa penegakkan hukum dalam arti luas mencakup kegiatan 
untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan 
hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang 
dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur pemilihan ataupun 
melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya. 
Sedangkan dalam arti sempit, penegakkan hukum itu menyangkut kegiatan 
penindakan terhadap setiap pelanggaran ataupenyimpangan terhadap 
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peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dalam arti sempit, aktor-
aktor utama yang peranannya sangat menonjol dalam proses penegakan 
hukum itu adalah polisi, jaksa dan hakim. 
 Menurut Soerjono Soekanto (2011:7), bahwa penegakan hukum 
bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun 
didalam kenyataan di Indonesia kecendrungan demikian, sehingga 
pengertian law enforcement begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan 
yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan 
keputusan-keputusan hakim. 
 Sejalan dengan pemikiran Sabian Utsman (2008:23), yang 
mengatakan bahwa Untuk penegakan supremasi hukum, yang sangat 
mendasar adalah perbaikan struktur aparatur hukumnya dan untuk 
melaksanakan perundang-undangan harus memperbaiki moralitas dan 
komitmen sebagai seorang penegak hukum sehingga bisa bertanggung 
jawab secara moral dan bukan justru jabatan penegak hukum sebagai lahan 
yang empuk untuk menumpuk kekayaan diri sendiri.  
 Di samping itu, penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan 
kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus 
dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, 
damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini, 
hukum yang dilanggar harus ditegakkan. Dalam menegakkan hukum harus 
memperhatikan atau mencapai tujuan hukum itu sendiri, yakni:  
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1. Kepastian hukum (Rechtssicherheit); 
2. Kemanfaatan (Zweckmassigkeit); dan 
3. Keadilan (Gerechtigkeit) 
 Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang 
mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa 
konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku dan pada 
dasarnya tidak dibolehkan menyimpang. Kepastian hukum  merupakan 
perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang 
berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan 
dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian 
hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih 
tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian karena bertujuan ketertiban 
masyarakat. 
 Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan 
atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan 
hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi 
masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau 
ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat. 
 Kemudian unsur yang ketiga adalah keadilan. Masyarakat sangat 
berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan 
diperhatikan. Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. 
Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, 
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mengikat setiap orang, bersifatmenyamaratakan. Barang siapa yang 
mencuri harus dihukum; setiap orang yang mencuri harus dihukum, tanpa 
membeda-bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya keadilan bersifat 
subyektif, individualistis dan tidak menyama-ratakan. Misalnya adil bagi 
Si A belum tentu dirasakan adil bagi Si B. 
 Menurut Sudikno Mertokusumo (1993:3), dalam menegakkan 
hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut dan harus 
mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktek 
tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional 
seimbang antara ketiga unsur tersebut.Ketiga unsur tersebut saling 
berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan 
hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum. 
 Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum : 
1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi 
pada undang-udang saja. 
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk 
maupun menerapkan hukum. 
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut 
berlaku atau diterapkan. 
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang 





A. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
penelitian empiris. Dimana pada awalnya yang akan diteliti yaitu data 
sekunder kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di 
lapangan atau masyarakat. 
B. Lokasi Penelitian 
 Lokasi penelitian merupakan suatu tempat dimana penelitian ini 
dilaksanakan guna memperoleh keterangan-keterangan  informasi dan data 
yang diperlukan dalam penelitian yang sedang diteliti oleh peneliti. Maka 
dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di Pasar Sentral 
Kota Baubau, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Baubau, Kantor 
Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop). 
C. Populasi dan Sampel 
1. Populasi 
Populasi adalah kumpulan individu dengan kualitas serta ciri-
ciri yang telah ditetapkan. Populasi dalam penelitian ini adalahseluruh 
anggota Satpol PP Kota Baubau,PKL di Pasar Sentral Kota Baubau 





Menurut Nico Ngani (2012:34), Sampel dapat diartikan 
sebagai contoh yang mewakili populasi. Adapun sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah diambil secara non random 
sampling dari PKL, anggota Satpol PP dan pegawai Disperindagkop. 
Jumlah sampel yang digunakan berjumlah 7 orang, yang terdiri 
dari PKL 3 orang, anggota Satpol PP 2 orang dan pegawai 
Disperindagkop 2 orang. Oleh karena itu sampel yang didapat 10 
orang untuk dimintai keterangan yang objektif mengenai pelaksanaan 
PerdaNomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima 
dan Pedagang Kaki Lima Musiman. 
D. Jenis Dan Sumber Data 
Pengambilan data yang penulis lakukan yaitu dengan 
menggunakan dua data sebagai berikut: 
1. Data primer  
Data yang diperoleh melalui hasil wawancara yang penulis 
lakukan secara langsung kepada responden yang ada hubungannya 
dengan permasalahan yang diteliti 
2. Data sekunder 
Data yang sumbernya diperoleh dari kajian kepustakaan, 
peraturan perundang-undangan dibidang hukum dan dokumen-
dokumen yang ada kaitannya dengan masalah penelitian. 
30 
 
E. Teknik pengambilan data 
 Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, dipergunakan teknik 
pengambilan data sebagai berikut : 
1. Wawancara, yaitu pengumpulan data secara langsung dalam bentuk 
Tanya jawab dengan responden. 
2. Studi pustaka, yaitu penulis memperoleh data dengan studi literatur 
dan sumber-sumber yang berkorelasi dengan penelitian, studi ini 
dimaksudkan untuk mendapatkan landasan teori yang cukup guna 
mendukung analisis penelitian. 
F. Teknik analisis data  
Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode 
ilmiah.Berdasarkan analisis data akan diperoleh berbagai alternatif 
untukmemecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian. Data yang 
diperolehselanjutnya akan dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu 
dengan caramendeskripsikan dan menggunakan hasil-hasil penelitian baik 
berupa data primermaupun data sekunder, kemudian dilakukan analisa 
guna mengkaji permasalahanpenelitian. Hasil dari analisis digunakan 






HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian. 
Kota Baubau terletak di bagian Selatan Pulau Buton Provinsi 
Sulawesi Tenggara. Kota Baubau secara geografis terletak di bagian 
Selatan garis khatulistiwa di antara 5
0
21 – 503 Lintang Selatan dan di 
antara 122
0
30 – 122045 Bujur Timur. 
Wilayah yang strategis menjadikan Kota Baubau sebagai 
penghubung Indonesia bagianBarat dan Timur.Secara geografis Kota 
Baubau terletak di bagian Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), 
tepatnya di Selat Buton, dengan pelabuhan utamanya yang menghadap 
Utara. Di kawasan selat inilah aktifitas lalu lintas perairan baik lokal, 
nasional maupun regional sangat intensif.Kota Baubau berbatasan pada 
sebelah utara dengan Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton, sebelah 
Timur berbatasan dengan Kecamatan Pasar Wajo Kabupaten Buton, 
sebelah Selatan dengan Kecamatan Batauga Kabupaten Buton dan Sebelah 
Barat dengan Selat Buton. 
Kota Baubau yang memegang adat nenek moyang yang luhur dan 
peninggalan kesultanan Buton, mempunyai falsafah yang dijunjung tinggi 
oleh masyarakatnya merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang 
berkembang di masyarakat yaitu : poma – maasiaka (kasih – sayang), 
pomae – maeaka (segan – menyegani), poangka – angkataka (hormat – 
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menghormati), dan popia – piara (saling melindungi – pelihara – 
memelihara).  
Pada awal terbentuknya Kota Baubau terdiri dari 4 Kecamatan, 
namun sejak tahun 2006 mekar menjadi 6 Kecamatan dan menjadi 7 
Kecamatan pada akhir tahun 2008 sampai sekarang. Kota Baubau 
mempunyai 3 Pasar yang terdiri dari Pasar Sentral, Pasar Wameo dan 
Pasar Karya Nugraha. 
Pasar Sentral ini terletak dikawasan Kota Baubau tepatnya di jalan 
Kartini Kelurahan Wale, sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan 
Bataraguru, sebelah Utara berbatasan dengan Plaza Umna Rijoli, dan 
sebelah Timur berbatasan denganMasjid Raya.Bangunan Pasar Sentral 
Kota Baubau sudah di renovasi sebanyak dua kali karena adanya 
penambahan bangunan dan pernah terjadi kebakaran.Pasar Sentral Kota 
Baubau dibangun di atas tanahseluas 1,7 hektar dengan daya tampung 
pelaku usaha276 orang, dengan rincian jumlah PKL sebanyak 86 dan Non 
PKL 189 orang. Hasil wawancara dengan bagian registrasi PKL Dinas 
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Baubaubahwa PKL yang 
berada di Pasar Sentral sudah melebihi kapasitas yang ada, sehingga 
membutuhkan pembinaandan pengawasan yang ketat.Hal ini didasarkan 
pada semakin sempitnya ruang gerak dalam melakukan kegiatan ekonomi 
di Pasar Sentral Kota Baubau. Hal ini diperparah dengan munculnya PKL-
PKL musiman pada saat moment-moment tertentu seperti menjelang tahun 
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baru, menjelang lebaran dan moment2 tertentu yang dari tahun ke tahun 
tidak menentu.  
Tabel 1. Jumlah PKL yang berada di Pasar Sentral Kota Baubau dari tahun 
2009 sampai 2013 berjumlah 86 PKL 





















Jumlah 86   100% 
Sumber: Data Primer Diambil Tahun 2013 
 Dari tabel 1 diatas tergambar jelas bahwa pada tahun 2009 jumlah 
PKL yang ada pada Pasar Sentral Kota Baubau berjumlah 26 PKL atau 
29,88%. Pada tahun 2010 jumlah PKL bertambah 10 PKL menjadi 36 
PKL atau 11,49%. Pada tahun 2011 PKL Pasar Sentral Kota Baubau 
bertambah 14 menjadi 50 PKL atau 17,24%. Untuk 2012 PKL Pasar 
Sentral Kota Baubau bertambah 12 menjadi 62 PKL atau 13,79%. 
Sedangkan untuk tahun 2013 jumlah PKL bertambah 24 menjadi 86 PKL 
atau 27,58%. 
 Berdasarkan rincian tabel diatas terlihat bahwa pada tahun 2013 
pertumbuhan PKL paling tinggi kenaikannya yaitu bertambah 24 PKL. 
Dari hal tersebut juga dapat diterangkan bahwa pertumbuhan PKL di Pasar 
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Sentral Kota Baubau bersifat fluktuatif atau tidak menetap dari tahun ke 
tahunnya. 
B. Pelaksanaan Perda Kota Baubau Nomor 7 Tahun 2012 tentang 
Pengelolaan Pedagang Kaki Lima dan Pedagang Kaki Lima Musiman 
 
1. Perizinan 
Berdasarkan Pasal 6 Perda Kota Baubau Nomor 7 Tahun 2012 
tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Limadan Pedagang Kaki Lima 
Musiman maka ada beberapa syarat yang harus di penuhi oleh para PKL 
dalam melakukan kegiatan usaha mereka. Untuk perizinan PKL 
dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 
(Disperindagkop) sebagai perantara dari Walikota Baubau. Izin yang 
diberikan Disperindagkop terhadap PKL yakni selama satu tahun dan akan 
diperpanjang apabila masa berlakunya telah habis. Disperindagkop 
biasanya memproses surat izin tersebut selama 3 hari sejak diajukannya 
permohonan sesuai dengan lampiran yang tertera pada Perda.  
Untuk para PKL musiman tidak wajib untuk mendapatkan izin dari 
pemerintah daerah dalam hal ini Disperindagkop yang merupakan 
perpanjangan tangan dari Walikota untuk memberi izin kepada PKL 
musiman. PKL musiman hanya diwajibkan menyetor retribusi setiap 
harinya kepada PD pasar yang akan disetor kepada Dinas Pendapatan yang 
besarnya setiap tahunnya berubah. Hal lain yang mempengaruhi jumlah 
retribusi yang disetor adalah besarnya lokasi yang dijadikan oleh para  
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PKL musiman berjualan. Biasanya para PKL musiman mengambil 2 (dua) 
tempat disebabkan karena jumlah barang yang dijajakan cukup besar. 
Tabel 2. Biaya retribusi untuk tempat berjualan PKL musiman dari tahun 
2009 sampai tahun 2013 
















Sumber : Data Primer Diambil Tahun 2003 
Dari tabel 2 di atas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2009 para 
PKL musiman membayar retribusi sebanyak Rp.4000,00. Pada tahun 2010 
biaya retribusi naik menjadi Rp. 7000,00. Kemudian pada tahun 2011 dan 
tahun 2012masing-masing biaya retribusi menjadi Rp. 7500,00. Dan pada 
tahun 2013 biaya retribusi naik menjadi Rp. 10.000,00. 
 Berdasarkan tabel diatas cukup menggambarkan bahwasanya 
retribusi yang harus disetor oleh para PKL musiman setiap tahunnya 
berubah-ubah. Biasanya kenaikan biaya retribusi setiap tahunnya 
dipengaruhi oleh tingginya harga bahan-bahan kebutuhan pokok atau 
naiknya harga bahan bakar minyak. Hal ini terlihat ketika naiknya harga 
bahan bakar minyak pada tahun 2013 yang menyebabkan biaya retribusi 





Pembinaan PKL yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, 
Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) dari tahun 2009 sampai 2013 
sebanyak 11 kali pembinaan. 
Tabel 3. Jumlah pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, 
Perdagangan dan Koperasi terhadap PKL 





















Jumlah 11 100% 
 Sumber: Data Primer Diambil Tahun 2013 
Dari tabel 3 di atas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2013 dan 
tahun 2010 pembinaanyang dilakukan oleh Disperindagkop masing-
masingsebanyak 3 kali atau 27,27%. Berikutnya pada tahun 2009 dan 
tahun 2012pembinaan dilakukan sebanyak 2 kali atau 18,18%. Pada tahun 
2011 pembinaan PKL untuk Pasar Sentral Kota Baubau dilakukan 
sebanyak 1 kali oleh Disperindagkop.  
Dari data diatas tergambar jelas bahwa pembinaan yang dilakukan 
oleh Disperindagkop terhadap PKL masihlah sangat kurang terutama 
pemberian bantuan modal usaha. Seharusnya hal ini mendapat perhatian 
yang serius dari para Pimpinan Daerah karena kedepannya era globalisasi 
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menjadi tantangan bagi para PKLuntuk mengembangkan usaha mereka, 
tanpa peningkatan pengetahuan yang dimiliki para PKL maka sudah 
barang tentu peningkatan kesejahteraan PKL tidak akan tercapai. Hal 
tersebut juga akan berdampak langsung terhadap perkembangan daerah 
khususnya di sektor ekonomi. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai Disperindagkop di 
peroleh penjelasan bahwasanya pembinaan yang dilakukan oleh 
Disperindagkop kepada PKL ada beberapa model antara lain penyuluhan 
atau sosialisasi, bantuan modal dan pelatihan manejemen. Pembinaan ini 
di lakukan secara bergantian tergantung kebutuhan para PKL dalam artian 
hal apa yang paling dibutuhkan PKL pada saat tersebut. Tujuan utama 
pembinaan ini tidak lain untuk meningkatkan kesejahteraan para PKL itu 
sendiri, baik itu usahanya ataupun kehidupannya sehari-hari.  
Model pembinaan yang dilakukan Disperindagkop terhadap PKL 
dilaksanakan dengan berbagai cara atau metode tergantung model 
penbinaannya. Untuk model pembinaan yang dilakukan Disperindagkop 
terhadap PKL sebagai berikut: 
1. Penyuluhan atau Sosialisasi 
Untuk model pembinaan dengan penyuluhan biasanya para 
pegawai Disperindagkop langsung turun kelapangan dalam 
memberikan penyuluhan dengan cara memberikan penjelesan-
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penjelasan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan faktor-faktor 
yang dapat mendukung peningkatan usaha para PKL.  
2. Pelatihan Manejemen Usaha 
Untuk pelatihan manejemen usaha, Disperindagkop 
melaksanakannya dalam bentuk seminar dalam beberapa hari dengan 
cara mengumpulkan para PKL di suatu tempat yang memadai demi 
memberi kenyamanan kapada para peserta seminar agar mudah 
memahami apa yang disampaikan para pemateri dalam seminar 
tersebut. Pelatihan ini bertujuan agar mereka dapat mengatur 
usahanya dengan baik, sehingga dengan pengaturan tersebut 
pendapatan PKL menjadi meningkat. Pelatihan ini biasanya 
dilakukan secara bergantian kepada para PKL tergantung bidang 
usahanya atau lokasi usaha mereka. Materi yang di sampaikan 
berhubungan langsung dengan apa yang menjadi kebutuhan para 
PKL. 
3. Bantuan Modal 
Kemudian bantuan modal merupakan model pembinaan yang 
pelaksanaannya dengan cara memberikan sokongan dana kepada 
para PKL dengan jumlah yang tertentu, biasanya bantuan modal 
tersebut berkisar lima puluh juta ke bawah (< 50 juta). Bantuan 
modal ini tidak semua dapat dirasakan oleh para PKL, karena ada 
kriteria-kriteria khusus yang ditentukan oleh Disperindagkop agar 
para pelaku usaha dapat memperolehnya.Misalnya, ada PKL yang 
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sudah lama berusaha tetapi dari segi peningkatan usaha belum 
tercapai karena masalah modal maka PKL tersebut dapat 
mengajukan permohonan bantuan modal kepada Disperindagkop. 
Nantinya pegawaiDisperindagkopakan mengkrosceknya apakah 
PKL tersebut layak mendapatkan bantuan atau tidak.  
Namun, dari sekian jenis pembinaan yang dilakukan kepada para 
PKL, pemberian bantuan modal ini paling jarang dilakukan karena 
berbagai kendala yang dialami oleh pemerintah.Disperindagkop sangat 
mengharapkan apa yang menjadi program pemerintah untuk PKL dapat di 
manfaatkan sebaik-baiknya oleh para PKL untuk meningkatkan usaha 
mereka, Sehingga apa yang menjadi usaha pemerintah tidak terkesan sia-
sia. Terlepas dari semua hal itu dapat terealisasi apabila dana untuk 
program tersebut dialokasikan oleh pemerintah. 
Menurut La Ancu salah satu PKL yang berjualan di Pasar Sentral 
Kota Baubau, untuk para PKL sendiri merasa apa yang menjadi program 
pemerintah tersebut dalam hal pembinaan PKL masih kurang di rasakan 
manfaatnya. Hal ini didasarkan pada kurangnya pelaksanaan pembinaan 
tersebut oleh dinas terkait. Para PKL menilai dari berbagai model 
pembinaan yang ditawarkan pemerintah yang paling banyak diinginkan 
oleh para PKL adalah bantuan modal, karena mereka beranggapan bahwa 
hal tersebut yang paling di butuhkan oleh para PKL untuk meningkatkan 
usaha mereka. Untuk program yang lain kurang menyentuh kebutuhan 
yang penting buat perkembangan usaha  mereka. Sedangkan untuk 
40 
 
bantuan modal sendiri apabila hal tersebut terprogram dalam pembinaan 
PKL oleh pemerintah dalam kurung waktu 1 (satu) tahun, maka mereka 
kesulitan untuk mengurus hal tersebut. Kesannya mereka dipersulit adapun 
mereka mendapat bantuan modal dari pemerintah, terdapat berbagai 
macam potongan dengan alasan biaya administrasi sehingga modal yang 
mereka terima tidak utuh lagi atau tidak sesuai denganapa yang menjadi 
hak mereka. Selain itu, ada anggapan bahwa yang mendapatkan bantuan 
modal adalah orang-orang yang memiliki koneksi dengan orang-orang 
dalam pemerintahan. 
Pembinaan secara berkesinambungan sangat di harapkan oleh para 
PKL demi peningkatan usaha mereka dan program pembinaan tersebut 
dapat menjadi salah satu program pemerintah yang dicanangkan setiap 
tahunnya,agar nantinya PKL-PKL tersebut dapat merasakan manfaat dari 
program pembinaan tersebut. Pembinaan yang dilakukan oleh dinas terkait 
terhadap PKL sebaiknya dari tahun ke tahun tidak monoton pada satu tipe 
pembinaan saja sehingga para PKL yang mengikuti program pembinaan 
tersebut tidak merasa jenuh. Menurut Wa rini salah satu PKL yang 
menjajakan jualannya di Pasar Sentral Kota Baubau, para PKL sangat 
mengharapkan pembinaan dalam bentuk pemberian modal, karena hal 
tersebut paling besar manfaatnya. 
Dalam hal pembinaan PKL musiman, ada beberapa rincian yakni 
penyuluhan atau sosialisasi, bantuan modal dan pelatihan manajemen 
usaha. Namun pembinaan tersebut dari data yang penulis dapat,pembinaan 
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yang dilakukan oleh Disperidagkop paling jarang dilakukan. Menurut ibu 
Aminah salah satu pegawai Disperindagkop, hal ini disebabkan karena 
para PKL musiman tidak memiliki data yang cukup lengkap untuk 
dilakukan pembinaan oleh Disperindagkop, sehingga tidak heran 
pembinaan untuk PKL musiman dalam beberapa tahun terakhir tidak 
pernah dilakukan. Hal lain yang membuat kaburnya data para PKL 
musiman adalah seringkali para PKL tetap ikut serta dalam melakukan 
kegiatan usaha PKL musiman. Menurut La ode Cilu, mereka tertarik untuk 
melakukan usaha PKL musiman disebabkan oleh pendapatan yang didapat 
lebih tinggi dibandingkan dengan berjualan sebagai PKL tetap. 
Pembinaan PKL musiman yang dilakukan oleh Dinas 
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) dari tahun 
2009 sampai 2013 sebanyak 2 kali pembinaan. 
Tabel 4. Jumlah pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, 
Perdagangan dan Koperasi terhadap PKL musiman 

















Sumber : Data Primer Diambil Tahun 2013 
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Dari tabel 4 di atas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2011 dan tahun 
2012 pembinaan yang dilakukan oleh Disperindagkop terhadap PKL 
musiman masing-masingsebanyak 1 kali. Kemudianpada tahun 2009, 
tahun 2010 dan 2013 tidak ada pembinaan yang dilakukan oleh 
Disperindagkop terhadap PKL  musiman. 
Berdasarkan data diatas tergambar jelas bahwasanya pembinaan 
terhadap PKL musiman sangat minim utamanya dalam hal pemberian 
bantuan modal usaha. Kendala lain pemberian bantuan modal  terhambat 
oleh alokasi  dana yang diberikan oleh pemerintah daerah. Apabila dana 
ada, maka Disperindagkop lebih banyak mengalokasikan untuk PKL 
tetap.Hal ini harus menjadi perhatian serius  pemerintah daerah, dimana 
alokasi dana dalam pembinaan PKL baik itu PKL tetap maupun PKL 
musiman harus rutin disediakan walaupun jumlahnya sedikit mengingat 
PKL tersebut merupakan urat nadi perekonomian masyarakat menengah 
kebawah. Dan untuk diketahui, pembinaan yang dilakukan oleh 
Disperindagkop terhadap PKL musiman baru hanya sekedar penyuluhan-
penyuluhan saja.  
3. Pengawasan  
Dalam hal pengelolaan PKL khususnya untuk pengawasan, 
pemerintah dalam hal ini Satpol PP melakukan pengawasan satu kali 
dalam seminggu karena hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab Satpol 
PP sebagai penegak Perda (mengawasi pelaksanaan Perda).Pengawasan 
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yang dilakukan oleh Satpol pp utamanya diarahkan kepada fasilitas-
fasilitas umum yang biasanya dijadikan oleh para PKL untuk berjualan 
seperti trotoar atau sebagian bahu jalan. Hal ini dimaksudkan untuk lalu 
lintas sekitar Pasar Sentral Kota Baubau dapat berjalan lancar tanpa ada 
hambatan oleh aktivitas jual beli. Walaupun demikian masih banyak juga 
para PKL yang nekat menggunakan fasilitas umum sebagai tempat 
berjualan. 
 Untuk diketahui biasanya anggota Satpol PP yang diturunkan 
untuk mengawasi para PKL berjumlah 8 sampai 11 orang beserta DANRU 
dari pasukan penertiban. Menurut Laode Dharman selaku Kepala Seksi 
bagian SDM, bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP tidak 
menentu personil yang diturunkan, dikarenakan jumlah Satpol PP yang 
masih kurang dan mengingat tidak idealnya jumlah anggota Satpol PP 
dengan tugas yang diembannya. Dengan jumlah anggota Satpol PP 
sebanyak 113 orang dan tenaga kontrak sebanyak 103 orang sangatlah sulit 
untuk membagi tugas dalam pengawasan Perda yang ada. Seringkali 
pengawasan tidak dilakukan karena petugas diperbantukan untuk kegiatan 
Pemerintah Kota seperti pengamanan untuk event-event tertentu. Sehingga 
tidak heran masih banyak para PKL yang berjualan bukan pada tempatnya, 
disebabkan masih kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak 
petugas terkait.  
Dalam hal pengawasan masih sering terjadi berbagai masalah yang 
terjadi, misalnya jumlah personil yang masih kurang, semakin 
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bertambahnya jumlah PKL yang tidak diimbangi dengan tempat relokasi 
yang memadai sehingga tidak heran terjadi penumpukan PKL di satu 
tempat serta sarana dan fasilitas yang masih kurang dalam melakukan 
pengawasan. 
Untuk  pengawasan PKL musiman dilakukan secara terus-menerus 
dari mulai mereka berjualan hingga selesai mereka berjualan. Hal ini 
disebabkan oleh padatnya aktifitas berjualan sehingga tidak jarang 
menggangguarus lalu lintas dijalan raya. Menurut Pak Jalaludin, S.H.salah 
satu anggota Satpol PP, personil yang diturunkan untuk mengawasi 
aktifitas usaha musiman jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan 
pengawasan PKL tetap. Para anggota Satpol PP tidak jarang turun tangan 
untuk mengatur lalu lintas yang seyogianya merupakan tugas dari Polisi 
Lalu Lintas, karena Satpol PP juga bekerja sama dengan PD pasar untuk 
mengatur para PKL musiman. 
4. Penertiban 
Penertiban yang dilakukan oleh anggota Satpol PP bukan hanya 
penertiban fisik tetapi cenderung pada penertiban untuk menata para PKL 
yang tidak teratur. Penertiban terutama dilakukan pada PKL yang 
melakukan  kegiatan usaha dengan menggunakan fasilitas publik sehingga 
keberadaannya sangat mengganggu kenyamanan masyarakat umum. 
Penertiban merupakan fase yang dilakukan sebelum dilakukannya 
penindakan. Pada tahap ini anggota Satpol PP melakukan penertiban atau 
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penataan kepada para PKL-PKL yang berjualan bukan pada tempatnya. 
Untuk penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP,sering kali para PKL 
tidak mau memindahkan barang dagangannya sehingga tidak heran apabila 
pada saat penertiban sering terjadi adu argumen antara Satpol PP dengan 
para PKL bahkan tidak jarang terjadi adu fisik antara keduanya.  
Menurut Jalaludin SH, dalam hal penertiban khususnya penataan 
PKL musiman biasanya dilakukan jauh-jauh hari sebelumnya. Para 
anggota  Satpol PP bekerjasama dengan PD pasar untuk mendata para 
PKL musiman yang akan melakukan usaha pada hari-hari tertentu.  Kedua 
pihak  tersebut juga menentukan tempat yang akan dijadikan sebagai 
tempat berjualan untuk para PKL musiman. Besarnya wilayah tempat 
berjualan yakni 1,5 kali 2 meter. Jadi pada saat hari dimana mereka 
berjualan, para PKL musiman sudah mengetahui dimana tempat yang akan 
dijadikan untuk tempat usaha mereka. Biasanya para PKL musiman yang 
melanggar atau berjualan bukan pada tempat yang disediakan, maka 
mereka langsung akan ditertibkan ke tempat yang semestinya. 
Kendala yang biasa didapati oleh Satpol PP dalam melakukan 
penertiban yakni melonjaknya jumlah PKL musiman pada saat dimulainya 
kegiatan usaha, sehingga tidak heran sering terjadi kelebihan kapasitas 
ditempat berjualan PKL musiman. Untuk mengatasi hal tersebut, biasanya 
dinas terkait merelokasi ke pasar-pasar atau ke tempat-tempat yang juga 
menyediakan tempat berjualan bagi PKL musiman. 
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5. Penindakan  
Penegakkan Perda oleh Satpol PP merupakan salah satu  fungsi dan 
tugas yang sesuai dengan pasal 3 Keputusan Walikota Baubau Nomor 191 
Tahun 2003 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja 
Satpol PP Kota Baubau yang menyatakan bahwa Satpol pp mempunyai 
tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintah Kota 
dibidang ketertiban dan ketentraman umum, penegakan Perda, Keputusan 
Walikota dan Penyidikan Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan tersebut 
diatas maka diharapkan para anggota Satpol PP Kota Baubau dapat 
bekerja secara profesional utamanya dalam hal penindakan pelanggaran 
Perda. Oleh karenanya itu, didalam kesatuan Satpol PP terdapat Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang bertugas sebagai penegak hukum 
kaitannya dengan penyidikan pelanggaran-pelanggaran Perda.  
Penindakan yang dilakukan oleh Satpol PP kepada setiap 
pelanggaran Perda haruslah mengantongi surat perintah penindakan dari 
Kepala Kantor Satpol PP. Hal ini dimaksudkan agar para anggota Satpol 
PP yang melakukan penindakan memiliki pegangan dalam menjalankan 
tugas mereka khususnya dalam hal penindakan. 
Dalam hal penindakan pelanggaran Perda Nomor 7 Tahun 2012, 
anggota PPNS melakukan beberapa tahap dalam hal penindakan terhadap 
PKL yang bermasalah yaitu apabila mereka melakukan pelanggaran, para 
PKL akan diberikan surat teguran pertama hal ini akan berulang sampai 
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surat teguran ketiga kali yakni penyitaan barang-barang dagangan yang 
diperjual belikan oleh pedagang. Kemudian dilanjutkan dengan surat 
panggilan untuk pemeriksaan (pemberkasan) yang akan dilimpahkan 
kepengadilan. Namun yang menjadi kendala oleh Satpol PP khususnya 
Kota Baubau, jumlah PPNS yang dimiliki tidak ideal untuk menangani 
kasus pelanggaran Perda yang terjadi di Kota Baubau. Jumlah PPNS yang 
ada di Satpol PP Kota Baubau hanya berjumlah 4 orang.  
Kegiatan penindakan hukum khususnya Perda yang dilakukan oleh 
Satpol PP Kota Baubau tidak terlepas dari keberadaan dukungan 
masyarakat, khususnya para pedagang termasuk dalam hal ini komunitas 
para PKL. Satpol PP melakukan kerja sama dengan komunitas para PKL 
dalam hal pemberian pemahaman kepada para PKL lain yang tidak 
memahami Perda yang ada. 
Tabel 5. Penindakan Satpol PP kepada PKL berdasarkan tingkat 
penindakannya 












































Jumlah 141 75 47 19 - 




 Dari tabel 5 diatas jelas bahwa penindakan yang dilakukan oleh 
Satpol PP terhadap pelanggaran yang dilakukan PKL belum ada  yang 
sampai pemeriksaan pemberkasan yang akan dilimpahkan ke pengadilan. 
Kemudian  pelanggaran yang paling banyak terjadi pada tahun 2013 yakni 
48 bentuk pelanggaran dengan rincian 25 kali surat teguran pertama 
dilayangkan, surat teguran kedua sebanyak 16 kali, 7 kali surat teguran ke 
tiga sekaligus dilakukan penyitaan barang dan pemberkasan tidak ada.  
Pada tahun 2012 pelanggaran PKL sebanyak 32 bentuk pelanggaran 
dengan rincian 17 kali surat teguran pertama dilayangkan, surat teguran 
kedua sebanyak 11 kali, 4 kali surat teguran ketiga atau dilakukan 
penyitaan barang dan pemberkasan tidak ada. Pada tahun 2011 terjadi 28  
bentuk pelanggaran dimana 15 kali surat teguran pertama, surat teguran 
kedua 10 kali, 3 kali surat teguran ketiga sekaligus dilakukan penyitaan 
barang dan pemberkasan tidak ada. Untuk 2010 terjadi 19 bentuk 
pelanggaran dengan rincian 10 kali teguran pertama dilayangkan, 6 kali 
surat teguran kedua, 3 kali surat teguran ketiga sekaligus dilakukan 
penyitaan barang dan pemberkasan tidak ada. Untuk tahun 2009 terjadi 14 
bentuk pelanggaran dengan rincian 8 kali surat teguran pertama, 4 kali 
surat teguran kedua, 2 kali surat teguran ketiga sekaligus dilakukan 
penyitaan barang dan tidak ada pemberkasan. 
 Berdasarkan data diatas tergambar jelas bahwa penindakan yang 
dilakukan oleh SatpolPP Kota Baubau dari tahun ke tahun cukup 
meningkat dari berbagai pelanggaran. Untuk tahap penindakannya lebih 
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banyak berhenti pada surat teguran pertama saja sedangkan untuk 
pemberkasan yang akan dilimpahkan ke pengadilan untuk sampai saat ini 
belum pernah terjadi. Hal ini juga membuktikan bahwa Satpol PP harus  
lebih giat lagi dalam mencegah pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan 
oleh para PKL. Para anggota Satpol PP sudah seharusnya dalam 
menjalankan Perda tidak hanya fokus pada penindakan pelanggarannya, 
akan tetapi perlu juga fokus bagaimana cara bagaimna cara mencegah 
pelanggaran-pelanggaran tersebut. 
Menurut salah satu pegawai Satpol PP yakni Pak Jalaludin, SH 
bahwa yang menjadi kendala anggota Satpol PP selama ini dalam hal 
penindakan yakni kurangnya jumlah Penyidik PNS (PPNS) yang dimiliki 
oleh Satpol PP. Masih menurut beliau jumlah PPNS yang dimiliki oleh 
Satpol PP yakni 4 orang dan hal inimasih kurang ideal untuk menangani 
berbagai pelanggaran-pelanggaran Perda yang terjadi di Kota Baubau. 
Menurutnya PPNS yang harus dimiliki oleh Satpol PP minimal harus 
berjumlah 8 sampai 10 orang. Dari faktor tersebut jelas bahwa kebutuhan 
PPNS di Satpol PP sangat penting. Seharusnya hal ini mendapat perhatian 
yang serius dari pimpinan daerah karena untuk menjawab tantangan yang 
berkembang dari kasus-kasus pelanggaran Perda yang semakin banyak di 
Kota Baubau dan harus ditangani secara serius oleh SDM yang profesional 
dan handal dibidangnya. Kondisi ini tentu saja harus dijawab oleh SDM 




Tingkat pendidikan para anggota Satpol PP yang sudah menjadi 
Pegawai Negeri Sipil di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana 
yang termuat pada tabel 6 berikut ini. 
Tabel 6. Tingkat pendidikan Pegawai Negeri Sipil di Kantor Satpol PP 
Kota Baubau 




Pasca sarjana s2 








Jumlah 133 100% 
Sumber : Data Primer diolah tahun 2013 
Dari tabel 6 diatas jelas bahwa PNS untuk Satpol PP dengan 
tingkat pendidikan SLTA berjumlah 81 orang atau persentase 71,6%. 
Pasca Sarjana S2 berjumlah 3 orang atau persentase 2,6% dan Pasca 
Sarjana S1 29 orang atau persentase 25,6%. 
Berdasarkan jumlah diatas jelas bahwa tingkat pendidikan sarjana 
di Kantor Satpol PP masih sangat kurang. Melihat fenomena itu Pimpinan 
Daerah harus memprioritaskan peningkatan pendidikan para PNS anggota 
Satpol PP Kota Baubau agar kedepannya para pegawai tersebut dapat 
memahami dan melaksanakan tugasnya serta selalu paham akan peraturan 
yang ada sehingga nantinya apabila mereka mengalami masalah dalam 
penindakan Perda, mereka dapat mengatasinya karena ditunjang dengan 
pendidikan yang mempuni. 
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Menurut La ode Dharman, dalam hal penindakan PKL musiman 
biasanya dilakukan tidak seperti penindakan kepada PKL tetap. Yang 
membedakannya adalah apabila ada terjadi pelanggaran PKL musiman, 
maka penindakannya langsung dilapangan tanpa harus diproses dikantor 
Satpol PP. Biasanya para PKL musiman yang melanggar ketentuan 
berjualan maka mereka langsung direlokasi ke tempat yang semestinya. 
Apabila hal tersebut terulang sebanyak tiga kali maka PKL tersebut tidak 
diizinkan untuk berjualan lagi. 
 
C. Kendala-Kendala Yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Perda Kota 
Baubau Nomor 7 tahun 2012  
Setelah pembahasan awal penulis mengetengahkan tentang 
bagaimana pelaksanaan Perda Nomor 7 tentang Pengelolaan Pedagang 
Kaki Lima dan Pedagang Kaki Lima Musiman maka tentunya tidak lupa 
juga kita membahas tentang kendala-kendala apa saja yang di hadapi oleh 
pemerintah dalam pengelolaan PKL. Karena biar bagaimanapun setiap 
program yang dicanangkan akan mendapatkan hambatan dalam 
perjalanannya. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai pihak utama dari 
pihak pemerintah dalam hal ini Satpol PP dan Disperindagkop serta tidak 
lupa dari pihak PKL yang menjadi obyek permasalahan, diperoleh 





Dana merupakan faktor utama yang menunjang dalam 
pelaksanaan program pengelolaan PKL,dimana dalam pelaksanaannya 
dibutuhkan berbagai peralatan serta kebutuhan lain-lain yang 
berhubungan dengan pengelolaan PKL. Sebab, program pengelolaan 
PKLhubungannya dengan pembinaan PKL sangat membutuhkan dana 
yang cukup besar dikarenakan pada proses pembinaan ada berbagai tipe 
pembinaan PKL. Oleh karena itu, tidak mengherankan dana yang 
dibutuhkan juga sangatlah besar utamanya dalam hal pemberian 
bantuan modal kepada para PKL. Seringkali program yang sudah di 
rencanakan terhambat karena permasalahan dana. Apabila hal ini terjadi 
secara berkelanjutan maka sudah barang tentu program pengelolaan 
PKL tidak akan berjalan secara efektif yang berimbah pada tidak 
berkembangnya tata kelola PKL di Kota Baubau khususnya di Pasar 
Sentral, sehingga tidak heran banyak program pengelolaan PKL yang 
tidak terealisasi dalam kurun waktu1(satu) tahun. 
b. Pemerintah (Petugas) 
Dalam pengelolaan PKL maupun PKL musiman pemerintah 
dalam hal ini petugas berperan penting dalam sukses tidaknya program 
tersebut. Pemerintah sering kali menganggap pengelolaan PKLdan PKL 
musiman sebagai hal yang mudah untuk dieksekusi akan tetapi 
kenyataannya hal tersebut tidak semudah membalikan telapak tangan. 
Hal yang menjadi dasar yang dapat mempengaruhi pola perilaku dan 
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bertindak para petugas adalah kurangnya pengetahuan yang dimiliki 
oleh para petugas dalam memahami masalah yang ada atau akan 
dihadapi di lapangan dalam upaya menciptakan pengelolaan PKLdan 
PKL musiman yang berkualitas baik. Kurangnya koordinasi antara 
pucuk pimpinan dalam hal kepala daerah dengan para aparatnya 
dilapangan menjadi kendala yang tidak bisa di hindarkan dalam 
pengefektifan pengelolaan para PKL dan PKL musiman di Kota 
Baubau khususnya Pasar Sentral. 
c. PKL dan PKL musiman 
Keberhasilan pengelolaan PKL dan PKL musiman tidak hanya 
bergantung pada pemerintah tetapi juga berasal dari PKLdan PKL 
musiman nya itu sendiri memegang peranan yang sangat penting.Masih 
banyak para PKL dan PKL musiman yang acuh tak acuh terhadap 
program yang dijalankan oleh Pemerintah.  
d. Sarana dan fasilitas (Lokasi) 
Dengan lokasi Pasar Sentral Kota Baubau di pusat Kota maka 
banyak para PKL yang berhasrat untuk melakukan kegiatan ekonomi di 
tempat tersebut, namun hal tersebut tidak di tunjang dengan lokasi yang 
cukup besar untuk melakukan kegiatan ekonomi ditempat 
tersebut.Selain itu fasilitas yang tersedia masih kurang memadai 
sehingga tidak heran banyak para PKL yang kadang menggunakan bahu 




e. Kualitas pengelolaan 
Dalam upaya pengelolaan PKL maupun PKL musiman perlu 
ditunjang terobosan-terobosan yang mutakhir sehingga nantinya para 
PKL dan PKL musiman antusias dalam ikut serta di program yang 
sudah dicanangkan oleh pemerintah. Khusus dalam hal pembinaan PKL 
dan PKL musiman kaitannya dengan penyuluhan dan pelatihan 
manajemen sering kali menghasilkan program-program yang tidak 
berkualitas sehingga para PKL dan PKL musiman merasa jenuh dengan 
apa yang disampaikan oleh petugas yang turun ke lapangan. 
f. Kesejahteraan petugas 
Disadari sepenuhnya bahwa faktor kesejahteraan petugas sangat 
berperan dalam setiap upaya pemerintah dalam memperbaiki negeri ini 
tidak terkecuali dalam upaya pengelolaan PKL maupun PKL 
musiman.Dampak dari semua itu di lapangan masih sering terjadi 
pungli oleh aparat kepada para PKL baik itu berupa uang maupun 
barang.Para PKL juga sering kali juga merasa resah dengan ini semua, 
namun mereka tidak berdaya menghadapi itu semua. 
g. Masyarakat 
Pada dasarnya masyarakat juga merupakan faktor yang 
mempengaruhi maksimalnya pengelolaan PKL dan PKL 
musiman.Masyarakat yang berbelanja di Pasar Sentral Kota Baubau 
lebih cenderung membeli di pinggir-pinggir jalan ketimbang di tempat 
yang sudah ditata oleh pemerintah sebagai tempat jual beli sehingga 
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dampaknya banyak para PKL yang tertarik untuk melanggar aturan 
demi meraup untung besar.Selain itu, lalu lintas di sekitar Pasar Sentral 
menjadi tersendat karena banyak kegiatan jual beli yang menggunakan 






Sehubungan dengan hasil penelitian yang telah dikemukakan 
sebelumnya maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Bahwa upaya petugas atau pihak-pihak Pemerintahan Daerah Kota 
Baubau dalam pelaksanaan Perda Nomor 7 Tahun 2012, dalam hal ini 
penyelenggaraan pengelolaan terhadap PKL sudah dapat dilaksanakan 
namun dirasakan belum maksimal. Hal ini terjadi karena masih ada 
hambatan-hambatan yang dialami oleh pihak-pihak yang terkait dalam 
penyelenggaraan pengelolaan PKL. Salah satunya seperti belum ada 
nya lahan kosong agar PKL dapat berjualan dengan nyaman dan 
terkendali, mengingat peningkatan PKL yang semakin hari semakin 
bertambah jumlahnya. 
2. Hambatan-hambatan yang di alami oleh pihak yang terkait dalam 
pengelolaan terhadap PKL adalah faktor dana yang kurang memadai 
sehingga tidak jarang banyak program pembinaan terhadap PKL yang 
sudah di programkan tidak terealisasi, faktor selanjutnya adalah 
sumber daya manusia yang masih memerlukan pelatihan-pelatihan 
yang dapat mendukung profesionalisme dalam pengelolaan PKL, dan 
juga jumlah Penyidik PNS (PPNS) baru berjumlah 4 orang, faktor lain 
yang harus mendapat perhatian khusus adalah pemerintah belum 
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menyediakan lahan kosong agar PKL dapat berjualan, mengingat 
peningkatan PKL yang semakin hari semakin bertambah jumlahnya. 
B. Saran  
Dengan berdasarkan pada kesimpulan yang telah dikemukakan 
diatas, maka saran yang dapat penulis sampaikan pada penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
1. Dalam pelaksanaan Perda hendaknya dinas-dinas terkait saling 
bekerjama dalam upaya penegakkan Perda utamanya yang 
menyangkut hajat hidup orang banyak agar nantinya dapat dirasakan 
manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat. 
2. Untuk mengatasi beberapa hambatan yang dihadapi oleh 
pememerintah penulis menyarankan beberapa hal yakni : 
a. Agar pelaksanaan penegakkan peraturan daerah dapat berjalan 
sebagaimana mestinya maka seharusnya pendanaan harus 
dianggarkan secara mencukupi sehingga dalam penyelenggaraan 
pengelolaan PKL dapat terlaksana dengan baik.  
b. Pemerintah daerah hendaknya menyediakan tempat agar PKL 
musiman dapat berjualan di akhir-akhir pekan dan batas waktu 
berjualannya sesuai dengan yang ditentukan. 
c.  Pelatihan-pelatihan bagi anggota Satpol PP hendaknya ditambah 
dan ditingkatkan sehingga dapat menambah ilmu, wawasan dan 




d.  Anggota Penyidik Pegawai Negeri Sipil hendaknya ditambah 
sehingga tugas-tugas yang menyangkut penyidikan pelanggaran 
peraturan daerah dapat terlaksana sebagaimana yang ditetapkan 
oleh peraturan daerah. 
e.  Sarana dan prasarana diadakan dengan kebutuhan seperti 
penambahan mobil Satpol PP, dan sebagainya sehingga 
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